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o - PURATURAN PEMARINTAH NO.12 TAHUN 1954

TENTANG
_ PELARSANMM PENJERAHAN SEBAGIAN URUSAN PnME?INTAH PUSAT
DALAM LAPNGAN PERINDUSTERIAN KLP)DaAPROPINSI—PROPIAEﬂZ

PRJSIDEN REPUBLIK INDONnSIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam -°
.- pasal 4 ajat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Undang-undang
. No.2 jo No.18, No.3 jo No.1l9, No,10 dan No.ll tahun 1950,
pasal 74 Undang—unﬂant Darurat No.2 tahun 1953, serta pe-.
raturan Pemerintah Pengzanth Undang-undang: No.3, No.4 dan
No.5 tahun 1950, perlu segera dilaksanakan ipenjerahan: be=
berapa urusan t)emerln’cah Pusat mengenai perindusterian
kepada prop1n51-prop1ns1'- .

- Mengingat:

a. pasal 98 dan 131 dari . Undan”-Undanﬂ Dasar Sementara
Republik Inﬂonesqa, . ; _‘

b. i Uhdang=undang No.22 tahun 1948 Republlk Indonesia (Jdg-

;ja@arta)a o P
~i~q. Peraturan Yemerintah No.31 tahun 1950. 5
Mengingat pula: Keputnsan Lewan Menterl dalam rapatnja
- 1 L ke~26- tang”al 10 Agustus 1951. :

M EMUT U S K AN :
Menetapkan Perpturan J-’emer:mtah sehagai berlkut.:

- PERATURAN TENT:NG PELAKS\NAAN PENJERAHAN SEBAGIAN URUSAN
Y PﬁMgRINPLﬂ PUSAT DALAN TADNGAN PJRINDUSTERICN KEP&-
DA PHOPINSE-PROPINGI. .

| B A B ficar .
- KETENTUAN © UMUM, '
Pasal 1.

- Jang dimaksud dengan "Propln81" dalam Peraturah’ ini,
ialeh propinsi-propinsi Djawa Timar, Djawa l'en,g‘ah, Djawa
Barat, Sumatera Selatan, Sumatera J'enﬂ'a.h Sunatera Utara,
Kalimantan dan Daerah Istimewa Jobgakarta.

B A B II, | |
TENTING URUSAN-URUSAN JiNG DISERAHKAN,

.. Pasal 2,

(1) Dengan memperhatikan kebidjaksanadn jang ditetap-

.. kan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi menjelenggarakan uru-
san memperkombangkan prlnuusterlun Fetjil dan keradjinan
rumah %tangga,

o kY T ang q1subut den“an Derlndusterian ketjil tersebut
dalam ajat (1) pasal ini,- ialah perindurterian jang beker-
dja dengan tenaga orang sedjumlah tidak lebih dari 50 orang.,

(3) Dari urusan’ termaksud dalam ajat (1) pasal ini, ; Wizt
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_ PELAKSANMM PENJERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT
DALAM LAPINGAN PERINDUSTERIAN KuP“Da‘l PROPINSI—PROPIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONLSIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam e
. pasal 4 ajat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Undang-undang
. Na.2 jo No.18, No,3 jo No.19, No,10 dan No.ll tahun 1950,
pasal 74 Undanﬂ-unﬂanb Darurat No.2 tahun 195%, serta pe-:
raturan Pemerintah Pengranth Undang-undang- No.3, No.4 dan
No.5 tahun 1950, perlu segera dilaksanakan ‘penjerahan: bes
Zberapa urusan ‘emerintah Pusat mengenai perindusterian
kepada prop1n31-pr0p1n31, :

. ‘Mengingat:

}- a. pasal- 98 dan 131 dari . Undan”—Undanﬁ Dasar Sementara
‘Republik InWOnesqp- : -

b. Undang=undang No,22 tahun 1948 Republlk Indonesia (Jog-

: Jagarta), b R,
:?-c. Peraturan Pemerintah No, 31 tahun 1950 :
| Menglnvat pulas K)putn san Yewan Menterl dalam rapatnja
ke-26- tang"al 10 Agustus 1951. - ahe s

MIZMU T U 9 K AN:
-Menetapkan Peruturan ﬂemerlntah sehagai berlkut’
= PERATURLN TENT:NG PELIKSANAAN PENJERAHAN SVBAGIAN URUSAN

PﬁMﬁRINTAﬂ PUS.LT DALAM. LAP.ING AN P“?INDUSTERIKN KB?&- ¢
BA PROPINuI—PROPINoI ;-

_ B A B 7 <
- KBETENTUAN © UMUM,
Pasal Ls

 Jeng dimaksud dengan "Prop1n51" dalam Peraturah’ ini,
1alah propinsi-propinsi’ Djawa. Timar, Djawa Tengah; Djawa
Barat, Sumatera Selatan, Sumatera J'enn*ah, Sumatera Utara,
Kalimantan dan Dzerah Istimewa Jo“gakarta.

B &3 IE, |
PENT.NG URJUS:AN-URUSAN JiNG DISERAHKAN,

: Pasal 2a

(1) Dengan memperhatikan kebidjaksanasn jang ditetap-

. ‘kan oleh Pemcrintah Pusat, Propinsi menjelenggarakan uru-
'san memperkombangkan prlnqusterlan Fetjil dan keradjinan
rumah tangoa.

 (2) Jong b obist deng:n perindusterian’ ketjil tersebut
dalam ajat (1) pasal ini, ialah perindurterian jang -beker-
dja dengan tenaga orang sedjumlalk tidak lebih dari %50 orang.

(3) Dari urusan termaksud dalam ajat (1) pasal ini, Yolbizel
diketipalikan urusan ménzenai penjelidilkasn dan balai Ty
penjeXdikan {proefsbation).. e 3%

~“Pasal 5, : ,
, Propinsi dapat meéngadskan kursus praktik untuk kepen- l A
tingan perkembangan perindurterian ketjil dalam lingkunganl g -
d aerahNjaececscees | by
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daerahnja.
Pasal 4.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diwadjibkan mendjalankan
kekuasaan, hak, tuzas dan kewadjiban mengenah urusan pembatasan
perusahaan (bedrlgfsreglementerlng) jang tersebut dalams

a, pasal 3 ajat (5), dan pasal 6 ajat 1 dari Staatsblad 1935
No. 1?7 (Bedr13fsreﬂlementeringsvera?ﬁBning Drukkerijen
1935) 5

b. pasal 3 ajat 5, pasal 4 ajat 2 dan pasal 6 ajat 1 dari
Staatsblad 1935 No.313 (Bedrig1’sreglementeringsverord.enino
Veembedrdijven 1935-I1);

e. pasal 3 ajat 5 dan pasal 6 ajat 1 dari Staatsblad 1935
No,427 (Bedrijfsreglementeringsverordening Sigarettenfabriek

19355);

d. pasal 3 ajat 5, pasal 4 ajat 2 dan pasal 6 ajat 1 dari Staats-
blad 1935 No.459 (Bedrijfsreglementeringsverordening’ Metaal-
gileterijen 1935);

@, pasal 3 ajat 5, rasal 4 ajat2 dan pasal 6 ajat 1 dari Staats—
blad 1935 No.568 (Bedrijfsreglementerlnssverordenigg Ijsfab—
rieken 1935);

£, pasal-pasal 2, 6 , 8 ajat-ajat 3,4 dan 5 dan pasal 9 dari
Staatsblad 1940 No.104 ( Bedrijfsreglementeringsverordening
Rijstpellerijen 1940); -

gy rasal-pasal 2, 3 dan 6 dari Staatsblad 1940 No.451 (Bedrijfe~
reglementeringsverordening Rubberherbereiding 1940);

h. pasal—pasai 2, 4, 8 ajat-ajat 3,4 dan 5 dan pasal 9 dari
© Staatsblad 1940 No.452 (Bedrijfsreglementeringsverordening
Rubberrookhuizen )3

i. pasal-pasal 3, 5 dan 7 dari Staatsblad 1940 No,.518 (Bedrijfs~
reglementeringsverordening Textielbedrijven 1940);

a 8/d i, untuk daerah hukumnja jang ditugaskan kepada Gubernur,
Residen dan Hoofd van Gewestelljk Bestuur.

(2)'Pendapatan retribusi jang dipungut dari perusahaan-

i perusahaan ﬂang mendapat idzin atau lesensi jang dikeluarkan

oleh Dewan Yemerintah Daerah Propinsi, menurut peraturan=:
peraturin pembatasan perushaan tersebut giatas, dimasukkan da-
lam kas Daerah Propinsi

Pasal 5,

(l) Propinsi memberi bantuan jang diminta oleh atas nama
Menteri Perekonomian untuk kepentingan perkembangan perinduse
terian dalam daerah propinsi.

(2) Biaja chusus untuk keperluan itu ditanggung oleh
Kementerian Perekonomian, _

Pasal 6.

Pemerintah Daerah Propinsi berkuasa dengan’ persetud;uan
Menteri Perckonomian, menjerahkan sebagian dari kekuasaan ter-
sebut delam pasal 2 sampai dengan pasal 5 pada daerah otonoom

_bawahan dalam daerahnja.
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(1) Dewan femerintah Daerah Propinsi diwadjibkan mendjalankan
kekuasaan, hak, tuzas dan kewadjiban mensenah urusan pembatasan
perusahaan (bedrlafsreplementerlng) jang tersebut dalam:

a, pasal 3 ajat (5), dan pasal 6 ajat 1 dari Staatsblad 1935
__No.l?? (Bedr13fsreglementeringsvera:ﬁmning Drukkerijen
1935

b. pasal 3 ajat 5, pasal 4 ajat 2 dan pasal 6 ajat 1 dari
Staatsblad 1935 No.%3 (BedrigfsreplementeringsverordenlnO
Veembedrd jven 1935-I1);

e. pasal 3 ajat 5 dan pasal 6 ajat 1 dari Staatsblad 1935
No.427 (Bedrijfsreglementeringsverordening Sigarettenfabriek

1935) ;

d. pasal 3 ajat 5, pasal 4 ajat 2 dan pasal 6 ajat 1 darl Staats-
blad 1935 No.459 (Bedrigfsrenlomenteringsverordenlng Metaal-
gleterijen 1935);

8. pasal 3 ajat 5, pasal 4 ajat2 dan pasal 6 ajat 1 dari Staats-
blad 1935 No.568 (Bedrijfsreglementeringsverordenigg Ijsfab~
rieken 1935);

£, pasal-pasal 2, 6 , 8 ajat-ajat 3,4 dan 5 dan pasal 9 dari
Staatsblad 1940 No.,104 ( Bedrijfsreglementeringsverordening
Rijstpellerijen 1940); °

gy pvasal-pasal 2, 3 dan 6 dari Staatsblad 1940 No.451 (Bedrijfe~
reglementeringsverordening Rubberherbereiding 1940);

h. pasal—pasai 2, 4, 8 ajat-ajat 3,4 dan 5 dan pasal 9 dari
"~ Staatsblad 1940 No.452 (Bedrijfsreglementeringsverordening
Rubberrookhuizen );

i. pasal-pasal 3, 5 dan 7 dari Staatsblad 1940 No,518 {Bedrijfs-
reglementeringsverordening Textielbedrijven 1940);

a 8/d i, untuk daerah hukumnja jang ditugaskan kepada Gubernur,
Residen dan Hoofd van Gewestelijk Bestuur,

(2) Pendapatan retribusi jang dipungut dari perusahaan-
perusahaan ﬂang mendapat idzin atau lesensi jang dikeluarkan
oleh Dewan Yemerintah Daerah Propinsi, menurut peraturan-:
peraturan | pembatasan perushaan tersebut giatas, dimasukkan da-
lam kas Daerah Pr0p1n51.

Pasal 5,

(1) Propinsi memberi bantuan jang diminta oleh atas nama
Menteri Perekonomian untuk kepentinzan perkembangan perinduse
terian dalam daerah propinsi.

(2) Biaja chusus untuk keperluan itu ditanggung oleh
Kementerian Perekonomian,

Pasal 6.

Pemerintah Daerah Propinsi berkuasa dengan’ persetudguan
Menteri Perckonomian, menjerahkan sebagian dari kekuasaan ter- |
gebut delam pasal 2 sampai dengan pasal 5 pada daerah otonoom i

1

~bawahan dalam daerahnja.

Pasal Te

Deuns Lonanigish Daerah Propinsi. membantu daerah-daerah
atonoom bawshan dalam daerahnja dalam menjelengzarakan tuges
kewadjiban mengenai urusan perlndusterian ketJil jang telah

‘diperahkan mendjadl tugasnja.

Bl T,



i, e
BAB III.

TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN DINAS PERINDUSTERIKN
PROPIHNSI.

Pasal 8.

(1) Propinei mémbentuk dan merjusun suatu dinas perindus-
terian dalam susunan Pemerintalmn Prop1ns1 dengan memperhati<

7; 'kan petundauk—petundauk dari Menteri Pereckonomian.,

(2) Kepada, aerah .Dinas tersebut dalam ajat L apasal ini
tehnis berada dibawah Mcnteri Perekonomian dan administratif

“berada dibawah pemerintahan Daerah Propinsi.

BAB IV.

TENTANG HUBUNG.'N ANTARA KEMENTERIAN PRRBKONOMIAN
DENGAN PROPINSI DAN ANTARA PROPINSI DENGAN
DAERGH OIONOOM BATAHAN DAL:M DAERAHNJA

Pasal 9,

(1) Menteri Perekonomian menjelengoarakan pengawasan
serta memberi nasehat dan doronsan mengenai penjelenggaraan
urusan-urusan perindusterian jang telah diserahkan, agar
8&rtjapai koordinasi denfjan urusan—-urusa perindusterian
lainnja.

(2) Tugas sepe®i dinjatakan dalam ajat (1) pasal ini
terhadap temerintah Daerali Kabupaten dan Koba Besar dalam

X Llngkungan daerahnja,diselenggarakan gleh Dewan Pemerintah

Daerah Propinsi, [3juga
Pasal 10,

Dalam melakukan urusan-urusan dan kewadjiban-kewadjiban.
jang dimaksud dalem peraturan ini, Dewan Femerintah Daerah
Propinsi memperhatikan pebundauk-petundauk Jang diberikan
o0leh Menteri Perekonomlan.

Pasal 11.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaja
Kepala dari Dinas Perindusterian termaksud dalam pasal 8
atau pegawai Jaﬁv\lltundJuk olehnja, memenuhi panggilan dari
atau atas nama enteri Perekonomian untuk mengadakan pem-—
bitjaraan bersama mencenal perindusterian,

(2) Biaja untuk memenuhi Dang*llan—pan ~23ilan itu ditange
gunr oleh Kementerian Perekonomian. AR
Pasal 12,

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi laporan~laporan
dan keterangan-keteransan jang diminta oleh Menteri Pereko-

nomian mengenai penjclengraraan perindusterian ketjil.

B A B V.

TENEANG T, TENAH -TANAH, BANGUNAN-BINGUNAN,
ALAT ATAT DiN HUT.NG PIUTLNG,

Pasal 173,



PHROP 1 NEL.
Pasal 8,

(1) Propinsi membentuk dan menjusun suatu dinas perindus-
- terian. dalam susunan Pemerintatan Propinsi dengan memperhati«
~ kan -petund juk-petund juk dari Menteri- Perckonomian.

(2) Kepada Yaeran.Dinas tersebut dalam ajat 1 apasal ini
tehnis berada dibawah Menteri Perekonomian dan administratif
“berada dibawah pemerintahan Daerah Propinsi.

B AB Ty

TENTANG HUBUNG. N ANTARA KEMENTERIAN PRRBKONOMIAN
DENGAN PROPINSI DAN ANTARA PROPINSI DENGAN
‘DAERAH OTONOOM BAVAHAN DALMM DAERAHNJ A

Pasal 9.

(1) Menteri Perekonomian menjelensgcarakan pengawasan
serta memberi nasehat dan doronsan mengenai penjelenggaraan
urusan-urusan perindusterian jang telah diserahkan, agar
8grtjapai koordinasi dengan urusan-urusar perindusterian
lainnja.

- ke Tuéas sepeti dinjatakan dalam ajat (1) pasal ini
terhadap temerintah Daerali Kabupaten dan Koba Besar dalam
- Iingkungan daerahnja,diselenggarakan gleh Dewan Pemerintah
Daerah Propinsi. /[djuga

Pasal 10,

‘Dalam melakukan urusan-urusan dan kewadjiban-kewadjiban.
Jang dimaksud dalam peraturan ini, Dewan Pem,erintah Daerah
Propinsi memperhatlkan pebundguk—petundguk Jang diberikan
oleh Menteri Perekonomlan.

Pasal 11.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supa ja
Kepala dari Dinas Perindusterian termaksud dalam pasal 8
atau pegawai JaﬁJ’lltundJuk olehnja, memenuhi panggilan dari
atau atas nama enteri Perekonomian untuk mengada an pem-—
bitjaraan bersama menrenal perindusterian.

(2) Biaja untuk memenuhi pangrilan-pangskilan itu ditang-
gung oleh Kementerian Perekonomian., : =y

Pasal 12.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi laporan~laporan
dan keterangan-keteransan jang diminta oleh Menteri Pereko-
nomian mengenai penjclengraraan perindusterian ketjil.

B A8 V

TENZANG H'L TENAH -TANAE, BANGUNAN-B.NGUNAN,
ALAT ATAT D.N HUT NG PIUTANG,

Pasal 13.

(1) Tanah-tanah dan bensunan-bangunan, jang dd. pergunakan
untuk menjelengrarakan tuzas kewadjiban Propinsi dalam urue
dan prindusterian ketjil, diserdhkan kepada Propinsi untuk

dipakai dan diurus guna keperluannaa. (2)
v-.aqc'»_‘"""'



‘;22_
(2) Mat-alat serta barang-barang inventaris lainnja jang

dipakal guna kepentingan urusan jang tersebut dalam ajat 1
pasal ini diserahkan kepada J:’ropn.nS:L untuk dimiliki.

(3) Hutang-piutans - jang bers-nzkutan dencan perlndusterian
ketjil jang telah diserahkan, jang ada pada waktiu panjerahan
ini, mandJadl tanuuun ran Propinsi. _

(4) Guna pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ajat (1)
(2). dan (3) pasal ini, diadakan timbang terima diantara De~
wan Yemerintah Daerah Propinsi atam wakilnja dan instansi
jang ditundjuk oleh Menteri Perekonomian.

BAB VI.
TENTANG HAL, KEPEGAWAIN .
) Pasalll.

(1) Untuk menjelengrarakan tugas kewadjiban Propinsi dalam
urusan perindusterian-ketjil, dengan penetapan Menteri Pereko=
nomian kepada Propinsi:

‘&, diserahkan pegawai-pesawal Negara,bukan tugas tehnis,untuk
‘diangkat mendjadi pegawal Propinsi; :

b. dipergunskan pegawai-pcgawai Negara, jang termasuk tenaga
tehnls untuk dipekerdjakan paaa Propinsi.. -

(2) Tenaza-tenagas tehnis jang dibutuhkan oleh Propinsi,
“diangkat oleh ﬂcntcrl Perckonomian dan dlperbantukan kepada
Propinsi.

(3) Tenaga-tenaga apa jang termasuk tenaga tehnis dan sja-
rat-sjarat pengzangkatannja sceperti jang dimaksud dalam ajat 2
pasal ini ditetapkan o0leh Menteri Perekonomian.

Pasal 15,

(1) Pemindahan pegawai-pesawai Negara jang diperbantukan
kepada suatu fropinsi kelain Propinsi, diselenggarakan oleh
Menteri Perekonomian setelah mendengat pertimbangan Dewan
Pemerintah Daerah Propinsi jang bersanrkutan.

(2) Pemindahan pezawai-pegawai ‘ezara jang diperbantukan
-kepada “ropinsi dalam lingkungan daerah Propinsi, diseleng-
garakan oleh Dewan Pemerintah Dzeran £ ropinsi dengan memberi-
tahukan kepada Menteri Pecrekonomian,

BB W,
Tentans hal keuantan .

Pasal 16,

, Untuk menjzlengoarakan urusan-urusan perindusterian-ketjil
dalam Propinsi untuk tahun dinas pertama diserahkan kepada
* Propinsi uang sedjumlah jans akon ditetapkan oleh Menteri
Perekonomian. '
B RB VTR,

AR SR T e O (PR
Pasal 17.
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(3) Hutang-piutans jang bers-ngkutan dengan perindusterign

ketJil jang telah diseéerahkan, jang ada pada waktu panjerahan

ini, mandaaﬂl tanggungan Propinsi.

(4) Guna pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ajat (1)
(2) dan (3) pasal ini, diadakan timbang terima diantara De-
wan Pemerintah Daerah Propinsi ataw wakilnja dan instansi
jahg ditundjuk oleh Menteri Perekonomian.

B AB NI,
TENTANG HAL KEPRGAWAL'N ,
Y Pasalld.
(1) Untuk menjelencoarakan tugas kewadjiban Propinsi dalam

urusan perindusterian-ketjil, dengan penctapan Mentexri Pereko-
nomian kepada Propinsi:

a. diserahkan pegawai-pegawal Negara,bukan tugas tehnis,untuk
‘diangkat mendjadi pegawail Prop1ns1,

b. dipergunakan pegawai-peagawail Negara, jang termasuk tenaga
tehnls untuk dipekerdjakan pada Propinsi.. -

(2) menaﬁa-tena 2 tehnis jang dibutuhkan oleh Propinsi,

~diangkat oleh Menteri Perckonomian dan dlperbantukan kepada

Propinsi.

(3) Tenaga-tenaga apa jang termasuk tenaga tehnis dan sja-
rat-gjarat pencansgkatannja seperti jang dimaksud dalam ajat 2
pasal ini ditetapkan o6leh Menteri Perckonomian.

Pasal 15,

(1) Pemindahan pegsawai-pesawai Negara jang diperbantukan
kepada suatu fropinsi kelain Prop1n°1, di selenggarakan oleh
Menteri Perekonomian sctelah mendencat pertimbangan Dewan
Pemerintah Daerah Propinsi jang bersangkutan.

N

(2) Eemindahan pegawai-pesawai “egara jang diperbantukan

-kepada “ropinsi dalam lingkungan daerah Propinsi, diseleng-

garakan oleh Dewan Pemerintah D=erah r0p1n31 dengan memberi-
tahukan kepada Menteri Perekonomian,

. BB - EE,
Tintang hal lkeuansan .

Pagal 16.
Untuk menj;zlenggarakan . urusan-urusan perindusterian-ketjil

r_dalam Propinsi untuk tahun dinas pertama diserahkan kepada
* 'Propinsi uang sedjumlah’ jans aken ditetapkan oleh Menteri

Perekonomian.
iSRRI TR

IS - TR ¢ i T SR TR S
Pasal 17.

Peraturan lJem-arin’(;all ini dinamakan "Peraturan pelaksanaan
penjerahan urusan perindusterian ketjil kevpada Propinsi",

Pasal 18
Peraturan Pbmurlntah 1n1 mulal berlahu pada hari diundang=

. kan,

Agar supaaa setiap oranh 6apat mennetahuinaa, memerintahe-
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kan pengundan"an peraturan t'emer':l.ntah dengan penampatan ‘dalam
Lembaran egara Republlk Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 3 Maret 1954.

Presiden Republik Indonesia,
Soekarno, '
Menteri_Daiam Negéii_
Hazairin.,

Menteri Perckonomian,

‘Diundangkan " Iskaq Tjokrohadisurjo,

. pada tanggal 9 Maret 1954

Menteri Kehakiman,

Djody Gondokusumo.,

~(Lepbaran Negara No,24 tahun 1954)~

:::OOO:.—.

PENDJELASAN:

'I. Iuas kekuasaaen Kementerian Perekornomian jang dapat di-

serahkan kepada daerah otonoomn.

1. Pada azasnja penjerahan urusan Yemerintah Pusat kepada

daerah~daerah otonoonm - djuga mengenai urusan-urusan jang
termasuk dalam linskungan Kementerian Perekonomian - ha -
rus didjalankan sebanjak mungkin,

2., Akan tetapi penjerahan kekuasaan itu dalam langkah per-

_tama_mengenai belbagai-bagai lapangan sampai herapa djauh

dapat didjalankan,adalah terbatas oleh karena beberapa fak-

. bop:

" a. Bebcrapa kekuasaan Pemerlntah Pusat tldak mun kln didesen~
. “traliseer,karena beleid dan penjelenggaraan kekuasaan itu me-

lihat 81fatn3a, perlu dipegang langsung oleh Pemerintah
Pusat sendiri,ialah kekuasaan jang pengaruhnja tidak terba-

. tas pada sesuatu atau beberapa daerah sadja,tetapl menge~

nai Indonesia pada unumnja, bahkan mengenaidunia Internasio~

nal djuga misalnja : Hubungan ekonomi dengan Luar ﬁegerr.
Perdag gangan, Pertamban"an dan sebagainja).

,”ﬁmiMenﬂenal kekuasaan Jjang dapat didesentraliseer, perlu

 dikgtahui, apakah Pemerintah Pusat terhadap urusan itu
sudah da@at menetapkan belddd jang tegas dan tertentu.

6. Perlu ditindjau apakeh organisasi Femerintah Daerak
sudah siap unjuk memerima penjerahan kekuasamn itu.

3. Mengenai "djawatan-djawatan jang "tua" dapat dikatakan,
bahwa beleid Pemerintah Pusat sudah tetap dan djelas. Se-

%



_Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 3 Maret 1954.

Presiden Republik Indonesia,
Soekarno.,

Menteri Dalam * egeri_
Hazairin.
Menteri Perekonomian,

“Diundangkan pE . Iskaq Tjokrohadisurjo.
. pada tanggal 9 Maret 1954

" Menteri ¥ehakiman,

Djody Gondokusumo,

—{Lepbaran Negara No.24 tahun 1954)~

::000::
PENDJELASAN:

I. Luas kekuasaaan Kementerian Perekonomian jang dapat di-
seérahkan kepada daerah otonoom.

1. Pada azasnja penjerahan urusan femerintah Pusat kepada
daerah-daerah otonoom - djuza mengenai urusan-urusan jang
termasuk dalam lingkungan Kementerian Perekonomian - ha =
rus didjalankan sebanjak mungkin.

2. Akan tetapi penjerahan kekuasaan itu dalam langkah per-
_tama.mengenai belbagai~bagai lapangan sampai herapa djauh
dapat didjalankan,adalah" terbatas oleh karena bebherapa fak-
_tor:

T a, Beberapa kekuasaan Pemerlntah Pusat tldak munckin didesen-

traliseer,karena beleid dan penjelenggaraan kekuasaan itu me-

lihat 81fatn3a, perlu dipegang langsung oleh Pemerintah

- Pusat sendiri,ialah kekuasaan jang pengaruhnja tidak terba-

. tas :pada sesuatu atau beberapa daerah sadja,tetapl menge=-
.nal Indonesia pada umumnja, bahkan mengenaidunia Intermasio~
nal djuga misalnja : Hubungan ekonomi dengan Luar Negert,

Perdaganﬁan, Pertamban"an dan sebagainja). :

_”buﬁMenﬂenal kekuasadn jang dapat didesentraliseer, perlu
~ dikgtahui, apakah Pemerintah Pusat terhadap urusan itu
sudah dapat menetapkan beliétd jang tegas dan tertentu.

6. Perlu ditindjau apakah organisasi Pemerintah Daerah
sudah siap unjuk memerima penjerahan kekuasdan 1tu.

3. Mengenai "djawatan-djawatan jang "tua" dapat dikatakan,

- bahwa beleid Pemerintah Pusat sudah tetap dan djelas. Se-

. belum perans dunia ke-~II djawatan-djawatan itu sudah di-

: entrqliseer. Orpganisasinjapun sudah teratur. Untuk pe-
njerahan kekuasaan jang hendak dilsksanakan sekarang ini

dapat mengambil pedoman dari keadaan jang dulu telah ber-
laku serta menindjau kemungkinan untuk memluas batas-batag§e...
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nja.

4. Sebaliknja mengenai djawatan-djawatan jang "muda" beleid
Pemerintah Pusatpun masih dalam pengumpurnaan dan organisasi-
org sanisas 1 djawatan-djawatan itupun masih belum lengkap.

-5, Lagi pula adalah suatu kenjataan,bahwa peralatan daerahe
" daerah otnnoom dewasa ini pada umumnja belum mentjukupi,
karena kekuranzan-kekurangsan tenaga-tenaga ahli dan/atau
Jjangs berpen;alaman. :

6. Mencingat apa jans telah diuraikan diatas itu,maka Ke-
kusanaan Pemerintah Pusat dalam lingkungan Kementerlan Pe~
rekonomian jang dapat diserahkan kepada daerah otonoom Rae
da tingkatan sekarang ini hanjalah terbatas pade urusan
dalam lapangan "prindusterman ketjil", sebagaimana tertera
dalam Peraturan Pemerintah ini,

' II. Pegjerahan kekuasaan dalam lapangan"Berindusterian
ketjil".

576 Pengcrahan urusan-urusan termaksud hanja dilakukan ke~
pada Propinci, sedans kepadanja diberikan kelonggaran ugtuk
menjerahkan s“ba;~1an dari kekuasaannja kepada daerah~
dacrah otonoom bawahan cdalam daerahnja.

8. Penjerahen sebagian dari kektasaan femerintah Pusat lang-
sung kepada Propinsi dan sebageian lagi langsung kepada
Kabupatenpun tidak mungkin didjalankan,karena demikian itu
menHJulnzl keberztan prektis,bahwa tenaga.tenaga pemimpin
jage tjakep jeng ade pada dewasa ini tidak mungkin dibagi-
bagikan antara Propinsi dan Kabupaten.

9. Dalam membentuk dan menjusun Dinas Perindusterian dalam
susunan Pemerintah Propinsi,Propinsi diwadjibkan memberhae
tikan petundjuk-petunijuk Kementerian Perekonomian.

Makaud kbwadJlban terscbut ddatas ialah agar/susunan
Dinas itu dapat diatur setepat-tepatnja dan sesuai d engan
kepentinzan efficiencyg keuanran, Djuga terutama pimpinan
‘tehnis ditempatkan dibawah Menteri Perekonomian. /supaja

10. Berhubung dengan kekurangan tenaga tehnisg,maka pegawal

ecara jeng herupakan' tenaga tehnis - berlalnan dari pe=
gawai~pegawai aﬁmlnlstratip -tidak diangkat mendjadi. pe=-
gawal Propinsi melainkan diperbantukan untuk dipekerdjakan
pada Propinsi, Ketentmen ini dimaksudkan untuk menghindar-
kan keadaan, bahwa suatu Propinsi kekurangan tenaga tehnis,
gedanskan propinsi lain keleblhan.

9 Tenaga~-tensa administratip jang dibutuhkan oleh Pro-~
pinsi dlangkaJ ‘0leh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dari
-pegawal—pefdel Kementerian Pereckonomian jang dapat dile-
paskan,

12, Dalam . menggngkat n\’awb1—pc rawal adminisbratip baru
dari luar kqlan san pegewai Nesara, diharap pengangkatan

. tersebut baru Ailalkulran oleh Dewan Yemerintah Daerah Pro-
pinsi. setelahr lidapat keteransan dari Menteri Perekonomian,
‘bahwa tiala pegawail Hemara jang dapat diserahkan kepada
Propinsi. = ' :
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Pemerintah Puuataun md81h dalam pengumpurnaan dan organisasi-
orzanisasi djawatan-djawatan itupun masih belum lengkap.

5. Lagi pula adalah suatu kenjataan,bahwa peralatan daerahe
" daerah otnnoom dewasa ini pada umumnja belum mentjukupi,
karena kekuranzan-kekurangsan tenaga-tenaga ahli dan/atau
jang berpenbalaman.

6. Mensingat apa jans telah diuraikan diatas itu,maka Ke-
.- kusanaan. Pemerintah Pusat dalam lingkungan Kementerian Pe~
rekonomian jangs dapat diserahkan kepada daerah otonoom Ra=
da tingkatan sekarang ini hanjalah terbatas pada urusan
dalam lapangan "prindusterman ketjil", sebagaimana tertera
dalam feraturan Pemerintah ini.,

:II.'Pegjerahan'kekuasaan dalam lapangan"Perindusterian
ketjil™,

T+ Penjerahan vrusan-vrusan termaksud hanja dilakukan ke=
pada Propinsi,sedan; kepadanja diberikan kelonggaran ugbuk
menjerahkan s bag—lan dari kekuasaannja kepada daerah-
daerah otonoom bawzhan dalam daerahnja.

8. Penjerahen sebasian dari kekbasaan femerintah Pusat lang-
sung kepada Propinsi dan sebageian lagi langsung kepada
Kabupatenpun tidak mungkin didjalankan,karena demikian itu
mendjuipai kebersctan praktis,bahwa tenaga.tenaga pemimpin
jags tjakap jang ada pada dewasa ini tidak mungkin dibagi-
bagikan antara Propinsi dan Kabupaten.,

9. Dalam membentuk dan menjusun Dinas Perindusterian dalam
susunan Pemerintah Propinsi,Propinsi diwadjibkan memberhas
tikan petunhauk—pctun13uk Kenenterian Perekonomian.

Maksud kewadjiban terscbut dbatas ialah agar/susunan
Dinas itu dapat diatur setepat-tepatnja dan sesuai d engan
kepentingsan efficiency kecuangan. Djuga terutama pimpinan
‘tehnis ditompatkan Aibawanh Menteri Perekonomian. /supaja

10, Berhubung denzan kekurangan tenaga tehnis,maka pegawad

egara jeng herupakan tenaga tehnis - berlainan dari pe-
gawai-pegawai administratip -tidak diangkat mendjadi. pe=-
gawai Propinsi melainkan diperbantukan untuk dipekerdjakan
pada: Propinsi, Ketentuwan ini dimaksudkan untuk menghindar-
kan keadaan, bahwa suatu Propinsi kekurancan tenaga tehnis,
gecdanzkan propinsi lain keleblhan.

., Tenaga~tecnaja administratip jang dibutuhkan oleh Pro-
. pinsi diangkab oleh Dewan . Pemerintah Daerah Propinsi dari

"pe”awal—per—wdl Kementerian Perekonomian jang dapat dile-
paskan,

12, Dalam . ieansengkat pesawai-pegawai administratip baru
dari luar kql:n san pegewal Nesara, diharap pensangkatan

. tersebut baru cllakukan oleh Dewan Femerintah Daerah Pro-
pinsi. setelan lidapat keteransan dari Menteri Ferekonomian,
“bahwa tiala pegawai Negara jang dapat discrahkan kepada
Propinsi, Ek ’

PENBJELASAN PASAL DEMI PASAL :
S o Pasal 1.

Propinsi-propinsi. jang discbut délam pagal ini ialaﬁ Y-
pinsi-propinsi den daeran Istimewa Jogjakarta jang sudah dl-
bentuk berdasarkan Undang—undang No,22 tahun 1948,
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Pasal 2.

Dglam mefrjelengsarakan urusan memperkembangkan perindus—
terlan*ket31l dan kerzdjinan rumah-tangga, Propingi antara
lain memberi bimbingan dan penjuluhan serta bantuan-bant
untuk kemadjuannja usaha darm rakjat didaerahnja, serta men-
tjari usaha baru dilapahgan tersebut jang dapat dikerdaakan
olely penduduk.

Dimana perlu Propinsi dapat mendirikan “modelbedrij?en“

Pasal 3.
Tijukup djelasa
Pasal 4ot

Dengan-kdétentuan dalam pasal ini,kekuasaan, hak,tugas dan
kewadjiban dari Gubernur, Reéiden dan "Hoofd van Gewestelijk
Bestuur" termaksud dalam perdturan pembatasan perusahdan
(bedrijfsreglementerinssverordening) jang berlaku dalam
daerah hukumnja, bheralih kepada Dewan remerlntah Daerah
Propinsi jans bersanckutan.
Kekuasaan-kekuasaan dan lain-~lain jang tersebut diatas,
pada unumnja bersifat memberi bantuan dalam pelaksanaan
dan pengawasan atas pengelen ~araah peraturan tentang "Pem-
batasan Perusahaan". L
Akan tetapi didalam hal pembatasah?f‘ x
a. pen/cilingan padi,
b. rumah-rumah asap karet dan
¢. pertenunan densan tidak lebih dari empat bush alat-tenun-
tangan.

Propinsi bertindak penuh dalam urusansurusan tersebut,

Berhubung dengan tjampur tanczannja Propinsi dalam hal
pembatasan perusahaan,maka retribusi jang didapat dari
perusahaan-perusahaan tersebut dalam a,b dan ¢ diatas
dimasukkan dalam kas Propinsi.

Lihat selanjdjutnja pendjelasan pasal 6.

Pasal 5.

Bantuan jang dimaksud dalam pasal ini tidak hanja -me-
ngenali urusan perindusterian ketjil sadja, tetapi urusan
prindgsterian pada umwymnja.,

Pgsal 6.

Djika Pr0p1ns1 mempergunakan kekurangan jang diberikan
dalam pasal ini dan menjerahkan kewadjibannja jang diten-
tukan dalam pasal 4 (atawn sebahazian) kepada dacrah otonoom
bawahan,maka pendapat retribusi jang bersangkutan harus
djusa dlserahkan.

Pasal T.

Dod Wk oy -e s ar
Pgsal 8,

Lihat pendjelasan umum,

Pasal 9 s/d 13,
Tjukup djelas,
Pasal 14 dam 15

T3hat nendialaanmm 13miym

ety
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untuk kemadjuannja usaha darm rakjat didaerahnja, serta men-
tjari usaha baru dilapahgan tersebut jang dapat dikerdjakan
olel penduduk.

Dimana perlu Propinsi dapat mendirikan "modelbedrijven“.

Pasal 3.
TiJakuwup dJjela S .
Pasal 4.: %

e
. {

Dengan ketentuan dalam pasal ini,kekuasaan, hak ybugas d an
kewadjiban dari Gubernur, Redtden dan "Hoofd van Gewestelijk
Bestuur" termalktsud dalam peraturan pembatasan perusahaan
{(bedrijfsreglementeringsverordening) jang berlaku dalam
daerah hukumnja, heralih kepada Dewan Femerintah Daerah
Propinsi jans bersansgkutan.
Kekuasaan-kekuasaan dan lain-lzin jang tersebut dlatas,
pada unumnja bersifat memberi bantuan dalam pelaksanaan
dan pengcawasan atas penJelen ~araah peraturan tentang “"Pem-
batasan Perusahaan'. _ ¥
Akan tetapi didalap hal pembatasan' g
a. pen gzilingan padi,
b. rumah-rumaeh asap karet dan
¢« pertenunan dengan tidak lebih dari empat buah alat-tenun=-
tangan, -

Propinsi bertindak penuh dalam urusansurusan tersebut,
Berhubung dengan tjampur tangannja Propinsi dalam hal
pembatasan perusahaan,maka retribusi jang didapat dari

perusahaan-perusahaan tersebut dalam a,b danc diatas
dimasukkan dalam kas Propinsi.

Lihat selanjdjutnja pendjelasan pasal 6.

Pasal 5.3

Bantuan jang dimaksud dalam pasal ini tidak hanja me=-
ngenai urusan perindusterian ketjil sadja, tetapi urusan
prindgsterian pada umgmnja,

Pasal 6.
Djika Propinsi mempergunakan kekurangan jang diberikan

dalam pasal ini dan menjershkan kewadjibannja jang diten-
tukan dalam pasal 4 (atau sebahaglan) kepada daerah otonoom

. bawahan,maka pendapat retribusi jang bersangkutan harus

djuga diserahkan.

Pasal 7.

S L e T S G = M
Pasal 8.

Lihat pendjelasan umum.

Pasal 9 s/d 13,
Tjukup djelas.
Pasal 14 dam 15
Lihat pendjelasan umum,
Pasal 16 s/d 18. =R
P iuvkap djel s, Menge tahul:
Menteri Kehakiman , -

-(T.,L,N, 527 )- Djody Gondokusumo.
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